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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 

pengelolaan sampah belum terlaksana secara optimal. Di lapangan 

masih ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah, belum meratanya penerapan sistem pemilahan dan 

pengolahan sampah, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum 

sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pelaksanaan di tingkat 

operasional.Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran 

dan partisipasi masyarakat, kurang optimalnya sosialisasi kebijakan, 

serta keterbatasan sumber daya dan pengawasan. Ditinjau dari 

perspektif Good Environmental Governance, upaya penerapan prinsip 

partisipasi masyarakat telah mulai terlihat melalui program berbasis 

komunitas, namun prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan 

hukum masih perlu diperkuat agar pengelolaan sampah dapat berjalan 

secara efektif dan berkelanjutan. 

5.2. Saran  

Berdasarkan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 

Tahun 2024 belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan 

sarana prasarana, kurangnya sosialisasi, serta koordinasi antar 

perangkat daerah yang belum maksimal, maka pemerintah daerah 

disarankan untuk memperkuat aspek implementatif perda tersebut. 

Pemerintah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada 

masyarakat secara berkelanjutan, memperjelas pembagian 

kewenangan antar instansi terkait, serta menambah dukungan 
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sumber daya, baik anggaran maupun fasilitas pendukung 

pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pengawasan dan evaluasi 

pelaksanaan perda perlu dilakukan secara berkala agar hambatan di 

lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindak lanjuti. Kepada 

perangkat daerah dan aparat pelaksana, disarankan untuk 

meningkatkan koordinasi dan komitmen dalam menjalankan 

ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2024 agar tidak terjadi tumpang 

tindih kewenangan di lapangan. Kepada masyarakat, diharapkan 

dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif dalam 

pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan 

sampah, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan daerah. 

Sementara itu, kepada tokoh masyarakat, lembaga adat, dan pihak 

swasta, disarankan untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi, 

pengawasan sosial, serta dukungan program lingkungan hidup, 

sehingga implementasi perda dapat berjalan lebih efektif dan 

berkelanjutan. 

1. Bagi masyarakat di wilayah kabupaten lima puluh kota  

2. Membuang sampah pada tempatnya 

3. Mampu untuk memilah dan mengelola sampah arganik dan 

non-organik. 

4. Mampu untuk menghasil devisa atau pendapatan daerah dari 

organik dan non-organik. 
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